
BABI 

PENDAJIULUAN 

Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif, memberi sanksi terhadap 

pcrbualan-pcrbuatan yang 1idak dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal 

ini berbubungan dengan pandangan hidup. tata susila. dan moral keagamaan serta 

kcpemingan bangsa tertentu dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang 

berlangsung terus. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia telah mencantumkan tentang I lak Asasi Manusia telah mcncantumkan 

tentang hak anak. pelaksanaan kewajiban dan tanggung ja .... 'l!b orangtua, keluarga. 

masyarakat, pemerintah, dan negara untuk mcmberikan perli ndungan pada anak 

masih mcmerlukan suatu undang-undang mengenai pcrlindungan anak sebagai 

landasan :ruridis bagi pclaksanaan ke\\ajiban dan tanggung jawab 1er:.cbu1. Dengan 

demikian, pcmbentukan undang-Ulldang i ni di dasarkan pada pe rtimbangan bah\\a 

perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 

pembangunan nasional. khususnya alam memajukan kchidupan berbangsa dan 

bcmcgara. 

Undang-Undang Repub lik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlin dungan Anak dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal huruf p. yang 

bcrbunyi : 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang dibcrikan kepada anal.. dalam 
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situasi darurat. anak yang berhadapan deagan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan tcrisolasi, anak yang dieksploitasi sccara ekonomi dan/atau 
seksual, anak yang diperdagangkan. anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adikrif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan. anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak 
korban perlakuan salah dan penelantaran.1 

Tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam ha! 

penanggulangan kejahatan Penculikan Anak juga diatur dalam Pasal 59 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak )ang 

berbunyi: 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 
Lmtuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi damrat, 
anak yang berhadapan dcngan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
tcrisolasi, anak tcrcksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang mcnjadi korban penyalahgunaan narkotika. 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktiflainnya (napza). anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental. 
anak yang menyandang cacat. dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 2 

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan 

berbagai macam permasalahan lcbih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara 

perseorangan, tetapi harus secara bcrsama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi 

tanggungjawab bersama antar kita. 

Menurut Arif Gositn. bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi 
adanya interrelasi antara fcnomena yang ada clan saling mempengaruhi. Olcb 
sebab itu. apabila kita mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang 
baik atau buruk. tepat atau tidak tepat. maka kita harus memperhatikan 

1 Undang-Undang Rcpubli� Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Te111ang Pul/11d1111gan Anak 
Btserta Penje/tuannya. Pusta"8 Yus1isia, Yo&>akarta. 2006, hat 74 

2 Ibid., hal. 95·96. 
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